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Penelitian dengan judul perlindungan hukum bagi pemegang saham 
minoritas akibat larangan pembagian dividen dalam perjanjian kredit, dengan 
membahas permasalahan apakah pencantuman klausula larangan pembagian 
dividen dalam perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan debitur dapat 
merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dan apa upaya hukum yang 
bisa dilakukan pemegang saham minoritas akibat pelarangan pembagian dividen 
dalam perjanjian kredit. Penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-
undangan dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulkan sebagai berikut: 
Pencantuman klausula larangan pembagian dividen dalam perjanjian kredit yang 
dibuat antara bank dengan debitur dapat merugikan kepentingan pemegang saham 
minoritas, adalah larangan tersebut diperkenankan atau berlandaskan hukum, 
selama kesepakatan larangan pembagian dividen tersebut didasarkan atas 
kesepakatan para pemegang saham dalam RUPS. RUPS para pemegang saham 
tersebut didasarkan atas kehadiran pemegang saham sekurang-kurangnya 75 % 
dan disetujui oleh sekurang-kurangnya   75 % pemegang saham yang hadir dalam 
RUPS. Upaya hukum yang bisa dilakukan pemegang saham minoritas akibat 
pelarangan pembagian dividen dalam perjanjian kredit, bahwa pemegang saham 
minoritas dapat mengajukan gugatan pembatalan hasil RUPS ke Pengadilan 
Negeri, jika permohonannya dikabulkan maka klausula larangan membagi dividen 
adalah batal demi hukum. Upaya lain yang dapat ditempuh oleh pemegang saham 
miniritas yang dirugikan akibat larangan pembagian dividen yaitu meminta agar 
pemegang saham lainnya bersedia untuk membeli saham miliknya dengan harga 
umum. 
 













Research with the title of legal protection for minority shareholders as a result of 
the ban on the distribution of dividends in the credit agreement, to discuss the 
issue whether the inclusion of a clause on the prohibition of the distribution of 
dividends in the credit agreement made between the bank and the debtor can be 
detrimental to the interests of minority shareholders and what remedies can be 
done shareholders minority due to the prohibition of the distribution of dividends 
in the credit agreement. Research approach to legislation and the approach of the 
case, obtained a kesimpulkan as follows: The inclusion of a clause on the 
prohibition of the distribution of dividends in the credit agreement made between 
the bank and the debtor can be detrimental to the interests of minority 
shareholders, is the ban is permitted or lawful, as long as the agreement 
prohibition division The dividend is based on the agreement of the shareholders at 
the AGM. General Meeting of shareholders is based on the presence of 
shareholders at least 75% and approved by at least 75% of shareholders who 
attended the AGM. Legal remedies that can be done minority shareholders due to 
the prohibition of the distribution of dividends in the credit agreement, that the 
minority shareholders may file a lawsuit the AGM to the District Court, if the 
application is granted then split a dividend ban clause is null and void. Other 
efforts that can be taken by shareholders miniritas harmed by the ban on dividend 
distribution is requested that the other shareholders are willing to purchase his 
shares at a price of general. 
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1. Kesimpulan  
 
a. Pemegang saham minoritas perlu mendapat perlindungan hokum, karena 
pemegang saham dalam perseroan terbatas mempunyai hak bersuara yang 
sama dengan pemegang saham mayoritas dalam RUPS. Perlindungan 
hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas, baik secara 
prefentif maupun secara represif. Apabila pemegang saham minoritas 
merasa dirugikan, dapat mengajukan keberatan atas hasil RUPS, dan jika 
keberatan yang dajukan tidak mendapat perhatian dan berhasil, maka 
pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak berdasar perlindungan 
hukum represif berupa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. 
b. Upaya hukum yang bisa dilakukan pemegang saham minoritas yang 
dirugikan akibat pelarangan pembagian dividen dalam perjanjian kredit, 
bahwa larangan pembegian dividen didasarkan atas RUPS, dan RUPS 
diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga hasil 
kesepakatan dalam RUPS tersebut adalah sah menurut hukum. Apabila 
pemegang saham minoritas merasa dirugikan, menggunakan hak 
mengajukan gugatan pembatalan, maka gugatan pembatalan tersebut tidak 
berlandaskan hukum. Langkah yang ditempuh, yaitu meminta agar 









a. Pemegang saham minoritas harus diperhatikan kepentingan atau haknya 
atas deviden. 
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